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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN

Menimbang

KEPALO TIYUH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

: a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, bantuan keuangan yang bersifat
khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh
pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan
Desa dan pemberdayaan masyarakat;

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan
bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah

bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepalo Tiyuh, biaya pemilihan Kepalo Tiyvuh bersumber dari
APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan
Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh Tahun
Anggaran 2020;



Mengingat

: L,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



Menetapkan

10.

11

12,

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 74);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN

KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALO
TIYUH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(1)

(2)

(4)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

Bagian Tata Pemerintahan yang selanjutnya disebut Bagian Tapem adalah
Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang
bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disingkat APB
Tiyuh, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh diwilayah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tiyuh adalah adalah sebutan nama lain dari desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus Kkepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

Kepalo Tiyuh adalah Kepala Pemerintah Tiyuh yang terdiri dari Sekretaris
Tiyuh dan Perangkat Tiyuh lainnya.

Penjabat Kepalo Tiyuh adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepalo Tiyuh dalam kurun waktu tertentu;

Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disebut BPT adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Pemilihan Kepalo Tiyuh adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di tiyuh
dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

Pemilih, adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah
yang bersumber dari APBD untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan
Kepalo Tiyuh.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana
anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh diberikan kepada Tiyuh yang melaksanakan
Pemilihan Kepalo Tiyuh secara serentak.

Biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan pada APBD.

Biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib dituangkan dalam APB Tiyuh sebagai pendapatan Tiyuh kelompok
transfer dalam jenis bantuan keuangan dari APBD.



BAB III
SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3
(1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh Yang Bersumber dari
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan
sepenuhnya kepada Pemerintah Tiyuh untuk dikelola oleh Panitia Kegiatan
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan
Tiyuh.

(2) Dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Kepalo
Tiyuh, Panitia Kegiatan berkoordinasi dengan Kepalo Tiyuh.

Pasal 4

Daftar Nama Tiyuh yang melaksanakan Pemilihan Kepalo Tiyuh secara
serentak tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Bantuan Keuangan Khusus, Standar Harga Satuan dan format surat
untuk Biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh Tahun di
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.
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Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 dafari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SA

BERITA DAE KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR .



